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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

hahwa dalam rangka membenkan Kkepasban hukum kepada
pemeienugara Pendidikan Anak Usia Dini (FAUD) dalam memberikaﬂ

Menimbang

4]
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dan Penyelenggaraan Peﬂdldikan Anak USta Dinl (F‘AUD}

hahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidika Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Sinjai Nomor : 421.9/13.3807/DPOPR/2015
tentang Perpanjangan lzin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
Anzk Usiz Dini "KELOMPQOK BERMAIN ASIH XI* Desa Palangka
Kecamatan Sinjai Selatan telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal
141 Juni 2021, maka periu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan
huruf b, dipandang periu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) "KELOMPOK BERMAIN ASIH XI" Palangka, Kecamatan Sinjai

Selatan;

-

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19359
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tamhbhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesi Nomor 5679);
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Undang-Undang — Nomor 30 Tahun - 2014 tentang  Administras
Pomanntahan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
AL Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang - Undang Nomar 45 Tahun 2014 tentang Perubahan  Alas
Undang-Undang - Nomor 2% Tahun 2002 tentang  Perlindungan
Akt ombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Lambahan Lambaran Negara Republik Indonasia Nomor 5606),

Faratiran Pamanintal Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Patatiran Pamenntah Nomor 17 Tabhun 2010 lantang pangelolaan dan
Canyelanggaraan  Pandidikan  (Lambaran Negara Republik  Indonesia

tahun 2010 Nomaor 112, Tambahan Lambaran Nﬂ{]ﬂm Rﬂnuhllk
donenia Nomor K157)

raraturan. Pamarintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan  Publik

(Lembaran - Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2012 Nomor 215,

Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Hiubh’),

Pataturan Pamenntah Nomor 13 Tahun 2015 lentang Parubahan Kedua

Alas Poraturan Pamerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar

Nasional Pondidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 1120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ah0),

Paraturan Mantert Dalam Negerl Nomor 20 Tahun 2008 lentang Pedoman

Lrganisast dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah,

Haraturan Mentart Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014

lontang Pendiran Satuan Pandidikan - Anak Usla Dinl (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 1279);

14 Poraturan Mentert Dalam Negert Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Poambentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Fahun 2015 Nomor 2036),

1H. Peraturan Mentert Dalam  Negerl Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Ponyolonggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956),

16, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);

17, Poraturan Daerah Nomor § Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten Sinjal  (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjal Nomor 93);

I8, Peraturan Bupatl Sinjal Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Palayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 23),

19, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjal Tahun 2019 Nomor 50),
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